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Skripsi ini berjudul “Analisis Mas}lah{ah Mursalah terhadap Prosedur Izin 
Poligami di Pengadilan Agama”.Ini merupakan hasil penelitian pustaka guna 
menjawab pertanyaan: bagaimana prosedur izin poligami di Pengadilan Agama 
dan bagaimana analisis mas}lah{ah mursalah terhadap prosedur izin poligami di 
Pengadilan Agama. 
Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka dan kajian teks 
(text reading), kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif 
dengan pola pikir deduktif, yaitu menjelaskan tentang ketentuan poligami dalam 
hukum positif terlebih dahulu, yakni ketentuan Undang-undangNomor 1 Tahun 
1974, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 
kemudian di analisis menggunakan mas}lah{ah mursalah serta pendapat ulama 
kontemporer. 
Penilitian menunjukkan bahwa ketentuan poligami di Indonesia diatur 
dalam Pasal 24 Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa 
bagi seorang suami yang melakukan perkawinan tanpa izin pengadilan atau 
seorang isteri kawin lagi dengan seorang lelaki lain, perkawinannya tersebut 
dapat dimintakan pembatalan oleh isteri atau suami yang bersangkutan kepada 
pengadilan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketentuan hukum di 
Indonesia mewajibkan seorang suami untuk melewati prosdur tertentu ketika 
ingin berpoligami Sesungguhnya dalam berpoligami terdapat beberapa 
kemanfaatan (kemaslahatan), namun dengan tidak mengikuti prosedur yang ada 
dalam ketentuan hukum positif menjadikan poligami yang demikian itu banyak 
menimbulkan dampak negatif, salah satunya mengakibatkan hak keperdataan 
seseorang tidak dapat diakui oleh negara. 
Dengan adanya perbedaan ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum 
positif dan hukum Islam dalam hal berpoligami, pemerintah diharapkan mampu 
memberi solusi penanganan hukum yang terbaik bagi rakyatnya, tujuannya agar 
tidak terjadi tumpang tindih antara hukum yang berlaku di Indonesia dengan 
hukum agama yang dianut oleh rakyat. 
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A. Latar Belakang Masalah
Setiap manusia menginginkan suatu hari akan mencari pasangan
hidupnya dalam hal ini merupakan suatu yang alami dan manusiawi sebab
ketika seorang beranjak dewasa maka mereka akan mencari pasangan
hidupnya. Dengan adanya kebutuhan seorang untuk memiliki pasangan
hidupnya, dan hal ini sebanding lurus semakin tingginya angka kejahatan
yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan, karna
idealnya perkawinan itu dilangsungkan dengan sebaik mungkin dan
mengikuti aturan yang ada, baik itu hukum kebiasaan (hukum adat), hukum
agama hingga hukum negara, sebab perkawinan merupakan sebuah ikatan
lahir dan batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dan pada
akhirnya akan mempersatukan dua keluarga.
Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 1 yang dimaksud dengan perkawinan adalah1 “Perkawinan ialah ikatan
lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
1 Sinar Grafika, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
































Sedangkan sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 yaitu:2
1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Jelas bahwa sebuah perkawinan itu sudah sah apabila dilakukan
berdasarkan menurut agama, kebiasaan atau hal-hal yang dipercayai oleh
para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi ada satu hal yang
tidak boleh terlewatkan sebuah perkawinan haruslah tercatatkan menurut
peraturan perundang-undangan, sebab pernikahan itu harus diakui oleh
negara agar negara dapat memberikan perlindungan bagi perkawinan
tersebut. Sebab perkawinan yang tidak terdaftar berarti perkawinan tersebut
tidak diakui oleh negara secara administratif tetapi perkawinan itu tetap ada
tanpa adanya pengakuan oleh negara atas perkawinan tersebut.
Di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 seperti yang termuat
dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai “Ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila
yang sila pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas
2Ibid., pasal 2
































dinyatakan  bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali
dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai
unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.”3
Peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia (Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tersebut di atas menganut asas
monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan, karena
hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat
beristri lebih dari seorang.
Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2
dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah:“Pernikahan yaitu
akad yang sangat kuat atau mi>tha>qan ghali>z}an untuk menaati perintah Allah
dan melaksanakannya merupakan ibadah”.4
Kata mi>tha>qan ghali>z}an ini ditarik dari firman Allah SWT. yang
terdapat pada Surat al-Nisa>’ ayat 21 yang artinya:
           
 
Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-
istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu
Perjanjian yang kuat.” (QS.An-Nisa:21)
Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar
3 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di IndonesiaStudi Kritis
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2004),
42-43.
4 Kompilasi Hukum Islam
































masing-masing dapat mengembangkan  kepribadiannya membantu dan
mencapai kesejahteraan spiritual dan material.5
Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut di muat dalam
Kompilasi Hukum Islam pasal berikutnya (Pasal 3) yang berbunyi:
“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawadah dan rahmat (tenteram cinta dan kasih sayang)”.
Untuk mencapai tujuan diatas salah satu yang harus dipenuhi dalam
hidup berumah tangga yaitu kejujuran satu sama lain. Kejujuran dalam
perkawinan haruslah murni terbentuk, yang artinya harus lahir dari hati
sanubari masing-masing belah pihak. Apabila seorang pria dan wanita telah
sepakat untuk melangsungkan perkawinan, berarti mereka telah berjanji akan
taat pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu
berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu
putus.6
Tiada seorangpun Muslim selain Rasul Allah SAW boleh menghimpun
istri-istri lebih dari empat orang. Pendapat ini, menurut Ibnu Qudamah dan
Sayyid Sabiq dari Al-Syafi’i yang kemudian diijmakkan di antara ulama
kecuali Ibnul Qasim Ibnu Ibrahim dan sekelompok dari golongan Syi’ah.7
Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.
Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan
5 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 48.
6Soemijati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan(Yogyakarta: Liberti,
1996), 10.
7 Sayid Sabiq, “Fikih al-Sunnah, II: 96”dalam Abdul Hadi, Fiqih Munakahat (Semarang: Karya
Abadi Jaya, 2015), 135-136.
































bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan Pengadilan Agama
telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4
ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut.
Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan
beristri lebih dari seorang apabila:
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Apabila diperhatikan, dapat dipahami bahwa alasan pemberian izin
melakukan poligami di atasmengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan
perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah
KHI disebut saki>nah, mawadah, dan rah}mah) berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atasmenimpa suami istri
maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan
keluarga bahagia (saki>nah, mawadah, dan rah}mah).8
Isu terpenting dari poligami dalam Undang-Undang yang secara
eksplisit tidak dijelaskan di dalam Fiqih Islam adalah bersumber dari tiga
masalah pokok, yaitu:
1. Izin dari pengadilan;
2. Izin dari istri di Indonesia termasuk persyaratan yang menyangkut
kemandulan istri; dan
8 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 47.

































Para fuqaha tidak menjelaskan baik peranan pengadilan maupun
keharusan untuk meminta izin kepada istri dalam masalah poligami. Bahkan
ulama juga tidak melihat persyaratan-persyaratan yang dikaitkan dengan
kondisi istri yang ada. Hal itu terjadi karena poligami merupakan hak suami,
sebagaimana talak, tidak diperlukan campur tangan pengadilan, meminta izin
istri atau karena kondisi tertentu pada diri istri. Pemaduan istri, berapa kali
pun, asalkan masih dalam batas-batas hukum yang dihalalkan adalah sah dan
tidak dipersoalkan. Pembahasan mengenai hal ini memerlukan istinba>t}
kepada as}l atau mencari tambatan kaidah umum yang relevan, karena
pembahasannya di dalam furu>’, sebagaimana yang tercermin di dalam tulisan
para fuqaha tidak dijumpai lagi.9
Pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang
suami atau disebut juga dengan monogami. Tapi sering kali ditemui seorang
suami melakukan pernikahan kedua tanpa persetujuan istri dan izin dari
pengadilan. Terhadap seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu
dikenal dengan istilah poligami. Kenyataan bahwa kebanyakan dari seorang
perempuan tidak menghendaki suaminya mempunyai istri lain dan begitu
pula para wanita yang beragama Islam.
Walaupun dalam ajaran Islam seorang suami diperbolehkan untuk
menikah lebih dari satu, tentu dengan syarat-syarat tertentu yang tak
9 Sayid Sabiq, “Fikih al-Sunnah, II: 9”6 dalam Abdul Hadi, Fiqih Munakahat(Semarang: Karya
Abadi Jaya, 2015), 136.
































gampang seperti harus mendapat persetujuan istri, dan asalkan suami dapat
berlaku seadil mungkin terhadap istri-istrinya. Ini berarti bahwa kepada
masing-masing istri harus diberikan nafkah yang pantas.
Tetapi di Indonesia aturan hukum terkait poligami sedikit berbeda.
Poligami yang dilakukan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama setelah
memeriksa pihak-pihak yang terkait, seperti istri lama dan calon istri yang
akan dinikahi. Jika menyalahi aturan tersebut maka negara berwenang
menghukumnya dan menganggap perbuatan tersebut sebagai tindak pidana.
Pernikahan yang kedua kalinya ataukah keberapa kalinya sering
mengalami kontroversi di dalam masyarakat dan tidak sedikit yang
mengalami permasalahan hingga menjerumus dan menimbulkan konsekuensi
pidana, sedangkan dalam hukum Islam tidak mengatur adanya ketentuan
pidana dalam berpoligami. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk
mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut denganmengacu pada pendapat
ulama tentang poligami serta pengaplikasian teori mas}lah}ah mursalah.
Mas}lah}ah mursalahmerupakan salah satu teori dalam ushul fikih yang
dapat memberikan legitimasi terhadap persoalan modern sehingga dapat
selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Walaupun teori ini terbilang klasik ,
tetapi tetap relevan untuk diimplementasikan di era sekarang.
Meskipun penelitian terkait poligami diluar sana banyak yang
membahas, akan tetapi penelitian ini berbeda dengan judul-judul yang telah
ada. Maka dari itu penelitian ini autentik dan dapat dipertanggungjawabkan.
































Maka dari itu penulis menuangkan dalam skripsi yang berjudul “Analisis
Maslahah Mursalah Terhadap Izin Poligami Di Pengadilan Agama”
B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalahyang telah dikemukakan
sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:
1. Poligami menurut hukum positif.
2. Poligami menurut hukum Islam.
3. Poligami menurut pendapat ulama klasik.
4. Poligami menurut pendapat ulama kontemporer.
Dari identifikasi masalah di atas, maka dapat penulis ambil batasan-
batasan masalah agar lebih fokus pada persoalan yang sedang diteliti.
Membatasi masalah adalah kegiatan melihat bagian demi bagian dan
mempersempit ruang lingkupnya, sehingga dapat dipahami. Pembahasan
masalah ini bertujuan untuk menetapkan batas-batas masalah dengan jelas
sehingga memungkinkan penemuan faktor-faktor yang termasuk dalam
ruang lingkup masalah dan yang tidak.10
C. Rumusan Masalah
Melalui latar belakang, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka
rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
10Husein Sayuti, Pengantar Metodologi Riset (Jakarta: Fajar Agung,1989), 28
































1. Bagaimana prosedur izin poligami di Pengadilan Agama ?
2. Bagaimana analisis mas}lah{ah mursalah terhadap izin poligami di
Pengadilan Agama?
D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran topik
yang akan diteliti dengan penelitian sejenis, yang pernah dilakukan oleh
penelitian sebelumnya. Sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi.
1. Skripsi di IAIN Sunan Ampel pada tahun 2002 dengan judul “Poligami
Tanpa Izin Istri sebagai Tindak Pidana Perkawinan Tinjauan Hukum
Islam terhadap Pasal 45 PP. 9 Tahun 1975 ”yang ditulis Ahmad
Izzuddin.11
2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Abdullah, mahasiswa jurusan
Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No.
0407/Pdt.G/2008/PA.Smg)”. Skripsi ini menguraikan tentang putusan
Pengadilan Agama Semarang No. 0407/Pdt.G/2008/PA.Smg yang
menolak permohonan izin poligami yang diajukan. Penulis berpendapat
bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin
11Ahmad Izzuddin, “Poloigami tanpa ijin istri sebagai tindak pidana perkawinan tinjauan hukum
Islam terhadap pasal 45 PP. 9 Tahun 1975”, Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel 2002)
































poligami dalam putusan tersebut menggunakan sepenuhnya dari Undang-
undang sebagai pokok dasar putusan permohonan izin poligami di
Pengadilan yaitu dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang
perkawinan, dalam hal ini hakim tidak memperhatikan dari segi sosiologis
wanita yang telah hamil 6 bulan, psikologis anak setelah lahir dan
pandangan masyarakat tentang wanita hamil di luar nikah, sebagai wujud
perlindungan wanita dan anak nantinya di masyarakat. Dalam mengambil
dasar putusan izin poligami hakim terlalu kaku bertahan menerapkan
ketentuan suatu Undang-undang secara tekstual tetapi tidak melihat
secara kontekstual. Penulis juga menguraikan bahwa berdasarkan tinjauan
hukum Islam, permohonan izin poligami karena calon istri kedua telah
hamil atau kawin hamil juga diperbolehkan dalam surat An-Nur ayat 3,
dan hal ini juga diperkuat dasar hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam
pasal 53 yaitu: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan
dengan pria yang menghamilinya (2) Perkawinan dengan wanita hamil
yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih
dahulu kelahiran anaknya. Seharusnya hakim dapat mempertimbangkan
mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.12
3. Skripsi yang disusun oleh Agus Syafiq yang berjudul: Studi Analisis
Putusan Nomor 965/Pdt.G/PA.SMN Yogyakarta Tentang Pertimbangan
Hakim atas pemberian Izin Poligami ini membahas permohonan izin
12Muhammad Abdullah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami (Studi
Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0407/Pdt.G/2008/PA-Smg), IAIN Walisongo
Semarang2009.
































poligami dengan alasan suami pernah berjanji kepada keluarga calon istri
kedua dahulu berjanji akan menikahi dia sebelum menikah dengan
termohon. Sementara dari pihak istri (termohon) tidak ditemukan syarat-
syarat guna melakukan poligami yang terdapat dalam Undang-Undang
perkawinan, ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan ini
menurut penulis tidak valid, karena hakim mengabulkan permohonan
poligami pemohon dengan alasan suami sudah terlanjur berjanji kepada
keluarga calon istri ke dua serta suami dapat berlaku adil dan dapat
memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak mereka.13
4. Skripsi yang diangkat oleh Hendrik Suprianto berjudul “Analisis Hukum
Islam Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama Pasuruan (Studi
Putusan Hakim Tentang Alasan-Alasan Izin poligami di Pengadilan
Agama Pasuruan Tahun 2007 ) ” di sana dipaparkan mengenai apa saja
yang menjadi alasan-alasan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan
tahun 2007 dan Analisis Hukum Islam terhadap alasan-alasan izin
poligami di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2007. Pada skripsi
tersebut hanya memilah-milah alasan-alasan izin poligami yang ada pada
undang-undang kemudian mencari apa dasar hakim dalam memberikan
izin poligami dan analisis hukum Islam tentang poligami.
5. Skripsi yang diangkat oleh Choirul Hidayat berjudul “Analisis Yuridis
Terhadap Pertimbangan Dan Dasar Hukum Izin Poligami Dalam Putusan
13 Agus Syafiq, Studi Analisis Putusan Nomor 965/Pdt.G/PA.SMN Yogyakarta Tentang
Pertimbangan Hakim atas pemberian Izin Poligami, Semarang: Institut Agama Islam Negeri
Walisongo
































Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Jember
No.4213/Pdt.G/2009/PA.Jr.” membahas tentang mas}lah}ah
mursalahsebagai dalil dalam pertimbangan dan dasar Hukum majelis
hakim pada izin poligami dalam putusan Majelis Hakim di Pengadilan
Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr
Dari beberapa penelitian di atas membahas tentang kajian yang
berbeda dengan kajian yang akan dikaji, hingga saat ini belum ada yang
secara jelas membahas pidana poligami yang bertentangan dengan hukum
Islam.
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan
sebagai berikut:
1. Mengetahuaiprosedur izin poligami di Pengadilan Agama .
2. Mengetahuianalisis mas}lah}ah mursalah terhadap izin poligami di
Pengadilan Agama.
F. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan serta
memperluas cakrawala pengetahuan terutama dalam bidang munakahat
khususnya dalam hal berpoligamidan bagi penulis maupun pembaca pada
umumnya. Selain itu, penelitian ini juga sebagai kontribusi pemikiran
untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum
































pernikahan,baik perdata maupun Islam yang termasuk dalam kajian
Hukum Keluarga tentang masalah poligami.
G. Definisi Operasional
Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini yakni
“Analisis Hukum Islam terhadap Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama
menurut Hukum Positif di Indonesia”, maka perlu kiranya untuk
memperjelas maksud dari judul tersebut dengan pengertian sebagai berikut:
1. Mas}lah}ah mursalah adalah salah satu teori dalam ushul fiqih yang
memiliki prinsip bahwa segala sesuatu yang terjadi akan tetap dianggap
sebagai bentuk kebolehan selama peristiwa tersebut mengandung manfaat
dan tidak mengadung mudharat walaupun tidak ada dalil yang secara
eksplisit mengatur peristiwa tersebut.
2. Prosedur izin poligami di Pengadilan Agama adalah seperangkat aturan
yang dibuat oleh negara tentang tata cara seorang suami yang akan
melakukan poligami.
H. Metode Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini
dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian ini tergolong
penelitian library research atau penelitian pustaka. Penelitian kepustakaan
adalah salah satu bentuk penelitian yang menekankan pada pustaka, teks,
atau sumber sekunder sebagai objek studi. Penelitian kepustakaan bukan
































berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan
kepada esensi dari yang terkandung pada teks tersebut mengingat berbagai
pandangan seseorang maupun kelompok selalu ada variasinya.14
Pola pikir yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir
deduktif. Artinya, penelitian berangkat dari kajian teori yang sifatnya umum
kemudian akan dihadapkan dengan data yang sifatnya khusus. Kemudian
diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan tersebut.Adapun
tahapan-tahapannya sebagai berikut:
1. Data yang Dikumpulkan
Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang
prosedur poligami di Indonesia, termasuk sanksi yang dijatuhkan apabila
terdapat pelanggaran. Selanjutnya, diperlukan pula data tentang teori
maslahah dan beberapa pendapat ulama kontemporer yang berbicara soal
poligami.
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis yakni
sumber data sekunder yang terdiri dari dua bahan hukum yaitu:
a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari Undang-
undang dan aturan dibawahnya yang masih bersifat abstrak15
diantaranya, Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974, Inpres No. 1 tahun
1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
14 Mestika Zed, Metodologi Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.
15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2010), 137.
































b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang
merupakan dokumen yang tidak resmi.16Bahan hukum sekunder yang
berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,
seperti hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum seperti
buku-bukudan artikel.17Diantaranya:
1) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia
2) Siti Musdah Mulia, Istri Menggugat Poligami
3) Amina Wadud, Qur’an and Woman: Re-reading the Sacred Text
from Women’s Perspective
4) Asghar Ali Engineer, Pembebasan Perempuan
5) Literatur lain yang relevan
3. Teknik Pengumpulan Data
Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian
hukum (baik normatif maupun sosiologis).18 Penelitian ini berusaha
mencari dan mengumpulkan data yang berasal catatan atau dokumen yang
berkaitan dengan tema pembahasan dengan cara membaca, menelaah, dan
mengklasifikasikan masalah yang ada dalam dokumen tersebut.
Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa dokumen resmi
seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Undang-UndangNomor1
16 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 47.
17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015),
52.
18 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2013), 68.
































Tahun 1974,buku-buku, serta literatur lain yang berkaitan dengan teori
maslah>ah mursalah.
4. Teknik Pengolahan Data
Data-data yang telah diperoleh dari hasil penggalian terhadap
sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh
yaitu dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi
yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya,
keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.19 Teknik
ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data yang telah
penulis dapatkan dari buku-buku, artikel dan literatur lain yang
berkaitan dengan teori poligami.
b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber
dokumentasisedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran
yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data
yang diperoleh.20.
c. Analyzing,yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil
editing dan organizing data yangtelah diperoleh dari sumber-sumber
penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga
diperoleh kesimpulan.21
19 Chalid Nabukodan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
20Ibid., 154.
21Ibid., 195.
































5. Teknik Analisis Data
Analisis yang dilakukan penulis adalah analisis kualitatif dengan
menggunakan pola pikir deduktif. Analisis kualitatif digunakan karena
datanya bersifat verbal (secara sentence), meneliti pada kondisi objek
yang alamiah. Analisis kualitatif tidak menggunakan rumus
statistik.22Disebut deskriptif karena menggambarkan atau menjelaskan
secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara
cermat.23
I. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah dan memahami apa yang ada dalam skripsi ini,
peneliti membagi menjadi lima bab, di mana antara bab satu dengan bab
yang lainnya saling berkaitan, sehingga skripsi ini merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:
Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar
belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi
operasional, metode penelitian (meliputi data yang akan dikumpulkan,
sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik
analisis data dan sistematika pembahasan.
Bab kedua menjelaskan ketentuan poligamimenurut maslahah
mursalah yang berisi definisi poligami, syarat-syarat poligami dan
22Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.
23Kusaeri, Metodologi Penelitian (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 208.
































perkawinan, landasan perkawinan dan poligami, akibat hukum tentang
perkawinan dan poligami. Kemudian juga akan dipaparkan mengenai
pendapat ulama terkait poligami.
Bab ketiga menjelaskantentang prosedur izin poligami Pengadilan
Agama dalam hukum positif di Indonesia.
Bab keempat memuat analisis hukum Islam terhadap poligami tanpa
izin Pengadilan Agama menurut hukum positif di Indonesia.
Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran
dari penelitian.




































Mas}lah{ah berasal dari kata s{alah}a dengan penambahan “alif” di
awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau
“rusak”. Ia adalah masdar dengan arti s{ala<h, yaitu “manfaat” atau “terlepas
dari kerusakan”.24 Dalam bahasa Arab pengertian Mas}lah{ah berarti
“perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” artinya
bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti
menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau
kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak
kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi, yaitu
menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan
kemudaratan.25
Secara terminologi, terdapat beberapa definisi mas}ah{ah yang
dikemukakan ulama ushul fikih, diantaranya yakni :
24Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih(Jakarta: AMZAH, 2009),
200.
25Amir Syarifudin, Ushul Fikih Jilid 2(Jakarta: Kencana, 2008), 345
































a. Imam al-Ghazali. Beliau mengemukakan bahwa pada prinsipnya
masl{ah{ah adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan
dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.26
Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus
sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-
tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya
didasarkan kepada kehendak syara’, tetapi sering didasarkan kepada
kehendak hawa nafsu. Oleh karena itu yang dijadikan patokan dalam
menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’,
bukan kehendak dan tujuan manusia. Tujuan yang dipelihara
tersebut ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan
yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara’
tersebut, maka dinamakan mas}lah}ah. Di samping itu upaya untuk
menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima
aspek tujuan syara’ tersebut juga dinamakan mas}lah}ah.27 \
b. Imam as-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak
dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat,
karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk
memelihara kelima tujuan syara’ tersebut termasuk ke dalam konsep
mas}lah}ah.28
26Nasrun Haroen, Ushul Fikih I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114
27Ibid.
28Ibid
































c. al-Khawarizmi menjelaskan, yang dimaksud dengan mas}lah{ah ialah
memelihara tujuan syara’ dengan cara menghindarkan
kemafsadatan.29
d. Sa’id Ramadhan al-Buthi, guru besar Fakultas Syariah Universitas
Damsyq, menjelaskan pengertian ma}slah}ah yakni manfaat yang
dimaksudkan oleh Allah yangMaha Bijaksana untuk kepentingan
hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa,
akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu
yang terdapat di dalam kategori pemilihan tersebut.30
Definisi-definisi yang dikemukakan beberapa ulama fikih
tersebut menunjukkan beberapa kesamaan, yaitu sebagai berikut.31
1. Al-ma}slah}ah dalam pengertian syara’ tidak boleh didasarkan atas
keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berbeda dalam ruang
lingkup tujuan syariat. Dengan kata lain, disyaratkan adanya kaitan
antara al-mas}lah}ah dan tujuan syariat.
2. Pengertian al-mas}lah}ah mengandung dua unsur yaitu, meraih manfaat
dan menghindarkan kemudaratan. Dalam hal ini, definisi yang dibuat
al-Khawarizmi sudah inklusif mengandung pengertian tersebut.
2. Dasar Hukum Ma}slah}ah
a. Alquran
29Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2016), 306
30 Sa’id Ramadan al-Buthi, D}awa>bit} al-ma}slah}ah fi as-Shari>’ah al-Isla>miyah, (Bairut: Mu’assasah
ar-Ridalah, 1973), 23.
31Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fikih, 307.
































Ayat-ayat Alquran yang menerangkan tentang pensyariatan
hukum Islam dengan kepentingan. Kemaslahatan ada di dalam surat
Yunus ayat 57-58:
                        
                
“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari
Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam
dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman(57).
Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan
itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih
baik dari apa yang mereka kumpulkan (58)”.
Firman Allah Swt. di atas bahwa, seberapa pun sulitnya jalan yang
akan ditempuh oleh hamba-Nya, pasti akan dapat diselesaikan. Sebab
Allah Swt. telah memberikanpedoman yaitu Alquran. Dengan pelajaran
Alquranitu, manusia dapat membedakan mana pekerjaan yang di kutuk-
Nya.32
b. Hadis
 َرََةﺮْـﻳَﺮُﻫ ِْﰊأ ْﻦَﻋ : َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﱠﻞَﺻ ِﷲا ُلْﻮُﺳَر َلَﺎﻗ َلَﺎﻗ ُﻪْﻨَﻋ ُﷲا َﻲِﺿ
 ْﻦَﻋ ىَذَْﻷا ُﺔَﻃﺎَﻣِإ ﺎَﻫ َﺎﻧَْدأَو ُﷲا ﱠﻻِإ َﻪَِﻟإ َﻻ ْنَأ ُةَدﺎَﻬَﺷ ﺎَﻫَﻼَْﻋأًﺔَﺒْﻌُﺸَﻧْﻮُﻌ ْـﺒَﺳَﻮٌﻌْﻀُِﺒﻧَﺎْﳝ ِْﻹا
......ٍﻖِْﻳﺮَﻄﻟا
“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW
bersabda, Iman itu lebih dari tujuh puluh bagian, yang tertinggi yaitu
syahadah dan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang
dapat membahayakan di jalanan........” (HR. Bukhari)33
32Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz XI, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), 235
33Tim Penerjemah Jabal, Shahih Bukhari Muslim(Bandung: Jabal, 2011), 27.

































Para Ahli ushul fikih mengemukakan beberapa pembagian
mas}lah}ah, jika dilihat dari beberapa segi.34
1) Segi Kualitas dan Kepentingan
a. Mas}lah}ah al-Dharuriyyah
Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan
pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti
ini ada lima (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3)
memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara
harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-mas}lah}ah al-
khamsah.
b. Mas}lah}ah al-H}a>jiyyah
Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan
kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk
keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan
mendasar manusia.
c. Mas}lah}ah al-Tah}siniyyah
Sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi
kemaslahatan sebelumnya.
34Nasrun Haroen, et al.,Ushul Fikih I...,114-115.
































Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang
muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu
kemaslahatan. Kemaslahatan d{aru>riyyah harus lebih didahulukan
daripada kemaslahatan h}ajiyyah, dan kemaslahatan hajiyyah lebih
didahulukan dari kemaslahatan h}ajiyyah lebih didahulukan dari
kemaslahatan tah}siniyyah.35
Oleh sebab itu, maka pelengkap (tah}siniyyah) merupakan
unsur penyempurna bagi kepentingan sekunderhajiyyah) dan
penopang kepentingan primer. Inilah yang membuat tercetusnya
rumusan lima ketentuan, yaitu:
1. Mas}lah}ah d{aru>riyyah merupakan asal bagi semua kepentingan
yang lain secara mutlak.
2. Kerusakan pada kepentingan primer, berarti suatu kerusakan bagi
kepentingan yang lain secara mutlak.
3. Kerusakan pada kepentingan yang lain, tidak harus berarti
merusak pada kepentingan primer.
4. Dalam kasus-kasus tertentu, kerusakan pada kepentingan
sekunder atau pelengkap, dapat berakibat rusaknya kepentingan
primer.
5. Perlindungan atas kepentingan sekunder dan pelengkap, harus
dilakukan untuk mencapai kepentingan primer.36
35Ibid., 115
36 Muhammad Ma’shum Zainy, Ushul Fikih, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 120
































2) Segi Keberadaan Maslahah menurut Syara’
a. Mas}lah}ah al-Mu’tabarah
Yaitu mas}lah}ah yang secara tegas diakui syariat telah
ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.
Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari
rong-rongan musuhnya, diwajibkan hukum kisasuntuk menjaga
kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk
memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara
kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk
menjaga harta.
b. Mas}lah}ah al-Mulghah
Yaitu sesuatu yang dianggap mas}lah}ah oleh akal pikiran,
tetapi dianggap palsu karena kenyataan bertentangan dengan
ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan
pembagian warisan antara anak laki-laki dan wanita adalah
mas}lah}ah. Akan tetapi, bertentangan dengan syariat. Adanya
pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap
mas}lah}ah itu, bukan mas}lah}ah di sisi Allah.
c. Al-Mas}lah}ah al-Mursalah
Mas}lah}ah inilah yang dimaksud dalam definsi yang
disebutkan di atas. Mas}lah}ah macam ini terdapat dalam masalah
































muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada
bandingannya dalam Alquran dan sunah. Contohnya peraturan lalu
lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini ada
dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Alquran maupun
sunah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan
tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa
dan harta.37
Kehujjahan Mas}lah}ah al-Mursalah karena tidak ada nas
yang memerintahkan atau melarang perwujudan kemaslahatan
yang terkandung di dalam al-mas}hlah}ah al-mursalah maka para
ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan penggunaannya
sebagai dalil syara'. Sebagian mereka menerima dan sebagian lain
menolaknya.
Jumhur ulama menerimanya sebagai dalil syara' karena
beberapa alasan: (1) Kemaslahatan manusia itu terus berkembang
dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia.
Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang
itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah
kemaslahatan yang ada nasnya saja, niscaya banyak kemaslahatan
manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang
berbeda akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri
tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia.
37 Satria Effendi, Ushul Fikih, (Jakarta: Kencana, 2008), 149-150
































Padahal tujuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan
manusia di setiap tempat dan masa. Menurut penyelidikan,
hukum-hukum, putusan-putusan, dan peraturan-peraturan yang
diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahidin
adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.38
4. Ruang Lingkup Mas}lah}ah sebagai Dalil Hukum
Jumhur ulama berpendapat, semua ketentuan syara’ yang
ditetapkan Allah adalah untuk kepentingan manusia. Imam al-Syathibi,
misalnya, menegaskan bahwa berdasarkan penelitian, semua hukum
syara’ ditetapkan untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah, baik
kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Dalam pada itu, jumhur
membagi ketentuan-ketentuan syara’ kepada dua bagian; ibadah dan
muamalah. Pembagian ini didasarkan atas perbedaan tujuan al-sya>ri’
dalam menetapkan hukum dalam bidang ibadah dan muamalah.
Sebagaimana di gambarkan oleh Izzudin Abdussalam (w. 660 H),
penetapan hukum di bidang ibadah dimaksudkan menjadi hak Allah,
sedangkan muamalah merupakan hak manusia.
Berkaitan dengan al-mas}lah}ah sebagai dalil penetapan hukum
syara’, jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa sebagai dalil penetapan
hukum, ruang lingkup al-mas}lah}ah hanya menjangkau hal-hal yang
berada dalam bidang ibadah adalah al-nas}, baik melalui Al-Qur’an
38Muchtar Yahya dan Fachruddin, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, (Bandung: PT.
Al-Ma’arif, 1986), 107.
































maupun hadis. Penerapan al-mas}lah}ah sebagai metode penetapan hukum
Islam secara operasional dilakukan melalui dalil-dalil al-qiya>s, al-
istih}sa>n, al-mas}lah}ah mursalah, al-istish}a>b, sad al-d}ari>’ah, dan al-‘urf.
Dengan kata lain, pada hakikatnya, keenam bentuk dalil yang disebutkan
terakhir ini mendasarkan dirinya pada pertimbanganal-mas}lah}ah.39
B. Pendapat Ulama’ Kontemporer
Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masjfuk Zuhdi
menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa
risiko atau mudarat daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya
mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak
tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan
keluarga poligami. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan
keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari
istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-
masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah
monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat atau
watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam keluarga monogami.
Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligami, orang akan mudah peka
dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka
mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan
keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian,
39Abd. Rahman Dahlan, et al., Ushul Fikih, … 322
































poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya istrinya
ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), istri terkena penyakit
yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang
istri.40
Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para imam mazhab
yaitu Imam Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut mereka seorang
suami boleh memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat
orang istri. Akan tetapi kebolehannya tersebut memiliki syarat yaitu berlaku
adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.41
Dalam hal ini Imam Syafi’i menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan
adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan istri. Ayat d}a>lika ‘adna>
anla> ta‘u>lu> dipahami oleh Imam Syafi’i dalam arti tidak banyak tanggungan
kamu. Ia terambil dari kata ‘ala ya‘uluu yang berarti menanggung dan
membelanjai. “Kalau satu istri sudah berat tanggungannya bagi suami,
apalagi lebih dari satu istri,”.42
Para imam juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil,
hendaknya beristri satu saja itu jauh lebih baik. Para ulama ahli Sunah juga
telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari
empat maka hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan seterusnya
dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang
istri yang empat itu dan telah habis pula masa idahnya. Dalam masalah
40Masjfuk Zuhdi, Masail Fikihiyyah, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989, hlm. 12
41 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi,
Maliki, dan Hambali, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996, hlm. 89.
42Ibid. hlm. 90.
































membatasi istri empat orang saja, Imam Syafi’i berpendapat bahwa hal
tersebut telah ditunjukkan oleh Sunah Rasulullah Saw sebagai penjelasan
dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah tidak ada seorang pun yang
dibenarkan nikah lebih dari empat perempuan.
1. Muhammad Abduh
Pendapat yang lebih ekstrem datang dari Muhammad Abduh yang
mengatakan bahwa hukum berpoligami bagi orang yang merasa
khawatir tidak akan berlaku adil adalah haram. Selain itu poligami yang
dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan memenuhi kebutuhan
biologis semata hukumnya juga haram. Poligami hanya dibolehkan jika
keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung.
Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk
berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, andaikan manusia
tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu
membagi kasih sayangnya secara adil.43
2. Asghar Ali Engineer
Menurut Asghar Ali Engineer, hukum poligami adalah boleh
selama memenuhi syarat keadilan, terutama keadilan bagi perempuan
dan anak yatim. Ia menjelaskan, untuk menentukan hukum poligami
perlu untuk memahami konteks QS. Al-Nisa>’ ayat 3. Dalam
memahaminya juga perlu terlebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang
43 Khoirudin Nasution, op.cit., hlm. 100. Lihat juga Tafsir al-Manar, 4/287
































mendahului konteksnya. Surat Al-Nisa>’ayat 1-3 pada ayat yang ketiga
ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan “dan jika kamu
khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang
yatim…”. Penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari
seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Maka
konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas
memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya,
yang kadang mengawininya tanpa mas kawin. Maka Al-Qur’an
memperbaiki perilaku yang salah tersebut. bahwa menikahi janda dan
anak-anak Yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan
untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat
dari konteks itu bukan untuk selamanya. Ini artinya, bahwa ayat ini
adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan
ayat yang prinsip yang universal yang harus berlaku selamanya.44
3. Siti Musdah Mulia
Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Keharaman Poligami pada
masa sesudah Rasulullah Saw atau pada masa kini sebagai berikut:
a. Sungguh sangat naif mendasarkan kebolehan poligami hanya pada
satu ayat, atau bahkan hanya pada setengah ayat. Padahal poligami
harus diletakkan dalam konteks perbincangan tentang perkawinan.
44 Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, terj. Farid Wajidi dan Assegaf, Cici
Farkha, Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994, hlm. 89. Lihat juga Akhmad Haries, Poligami
dalam Perspektif Asghar Ali Engineer dan Relevansinya dengan Konteks Indonesia(makalah di
Jurusan Syari’ah STAIN Samarinda, tidak diterbitkan). Lihat juga Khoiruddin Nasution,
”Perdebatan sekitar Status Poligami”, Jurnal Musawa, No. 1. Vol. 1. Maret 2002, h. 59-78.
































Berbicara tentang perkawinan, dalam Al-Qur'an terdapat lebih dari
seratus ayat, sehingga sangat tidak logis memahami poligami dengan
hanya bersandar pada satu atau bahkan setengah ayat dan
mengabaikan ayat-ayat lainnya yang lebih relevan untuk dijadikan
dasar hukum.45
b. Poligami pada hakikatnya adalah perbuatan yang menyakitkan, dan
karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri. Islam menuntun
manusia agar menjauhi selingkuh, dan sekaligus menghindari
poligami. Islam menuntun pengikutnya: laki-laki dan perempuan agar
mampu menjaga organ-organ reproduksinya dengan benar sehingga
tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat
mengantarkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan.46
c. Menarik untuk direnungkan berkaitan dengan praktik poligami Nabi,
Nabi melakukan poligami sama sekali tidak didasarkan pada
kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan. Lagi pula,
Nabi melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan
yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang
penuh diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi
menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat madani
yang didambakan.47
45Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2004, hlm. 50.
46Ibid., hlm. 61
47Ibid., hlm. 81
































d. Hal yang lebih menarik lagi adalah meskipun Nabi melakukan
poligami, tetapi beliau tidak setuju menantunya melakukan hal yang
sama, hal ini diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan muslim:
Telah mengabarkan kepada kami dari Ahmad bin Abdullah bin Yunus
dan Qutaibah bin Said dari al-Laits bin Sa'd dari Ibnu Yunus dari
Laits dari Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah Al-Qurasyiy At
Taimiy, bahwa Miswar bin Makhramah menceritakan kepadanya,
sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda di
atas mimbar: "Sesungguhnya keluarga Bani Hisyam bin Al-Mughirah
meminta restu kalau mereka akan menikahkan puteri mereka dengan
Ali bin Abu Thalib. Tentu saja aku tidak setuju, aku tidak setuju
sekali lagi aku tidak setuju. Aku tidak mau memenuhi permintaan
mereka, kecuali jika Ali bin Abu Thalib menceritakan putriku
terlebih dahulu. Baru dia boleh menikahi putri mereka tersebut.
Sebab putriku adalah bagian dari diriku. Aku senang kalau dia merasa
senang, dan aku sakit kalau dia merasa sakit." 48
Dengan demikian alasan hukum dari Siti Musdah Mulia
mengharamkanpoligami sesudah Rasulullah Saw adalah hadis riwayat yang
dinukilkan dariAl-Miswar ibnu Makhramah. Menurut Mulia hadis tersebut
ditemukan dalam berbagai kitab hadis; Shahih Bukhari, Shahih Muslim,
Sunan Abu Daud,Sunan Turmudy, Musnad Ahmad, dan Sunan Ibnu Majah
dengan redaksi yangpersis sama. Dari perspektif ilmu hadis, menunjukkan
48Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahîh Muslim, Juz IV,
Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 141.
































hadis itu diriwayatkansecara lafaz. Dalam teks terbaca betapa Nabi Saw
mengulangi sampai tiga kalipernyataan ketidaksetujuannya terhadap rencana
Ali r.a. untuk berpoligami.49
4. Amina Wadud
Adapun pendapat poligami dari Amina Wadud. Ia terlahir dalam
keluarga Metodis (sekte khusus dalam Agama Kristen Protestan) pada
25 September 1952 di Bethesda, Maryland, Amerika Serikat.50
Meskipun ia besar dalam keluarga yang kental dengan unsur Kristiani,
Ayahnya sering memberikannya nasihat untuk membuat keputusannya
sendiri yang pada akhirnya menginspirasinya untuk belajar agama lain.
Dalam riwayatnya, ia pernah mempraktikkan Buddhisme sebelum pada
akhirnya memeluk Islam.51
Ketika tahun 1972, di usianya yang kedua puluh, Wadud
memutuskan untuk menjadi muallaf dan memeluk agama Islam. Dia
menemukan jawaban atas pertanyaan yang ia cari. Ia melihat bahwa
Alquran memberikan visi terhadap dunia bahkan melebihi itu yang
makna dan kemungkinannya mampu mencapai kepastian. Menurut
Barlas, posisi Wadud sebagai seorang warga negara Amerika Serikat
keturunan Afrika, ditambah kenyataan bahwa ia adalah orang “Barat”,
49Ibid., hlm. 82.
50 Mehran Kamrava et al., The New Voices of Islam: Rethinking Politics and Modernity, (Los
Angeles: University of California Press, 2006), 201.
51 June Melby Benowitz, Encyclopedia of American Women and Religion, (Santa Barbara: ABC-
CLIO, 2017), 621.
































memeluk agama Islam telah menjadikannya sosok Muslim dengan
“kesadaran spesifik yang ia bentuk oleh identitasnya sendiri”.52
Amina Wadud adalah seorang Profesor di bidang Studi Keislaman
atau Islamic Studies atau al-Dira>sah al-Isla>miyyah. Ia mendapatkan
gelar Ph.D-nya di bidang Bahasa Arab dan Islamic Studies dari
University of Michigan antara tahun 1988-1989. Sebelumnya ia
memperoleh gelar masternya dalam bidang Near Eastern Studies di
kampus yang sama. Ia juga mempunyai gelar B.Sc dalam bidang
Education dari University of Pennsylvania. Setelah mendapatkan Phd-
nya, ia memulai karier akademisinya di berbagai kampus di dunia.
Termasuk di Universitas Gajah Mada.53
Pemikiran Amina Wadud tentang poligami. Amina Wadud melihat
bahwa poligami yang ada di dalam al-Quran Surat al-Nisā’: 3 adalah
tentang perlakuan seorang wali (guardian) terhadap anak yatim.
Memahami al-Nisā’: 3 tidak boleh terlepas dengan ayat sebelumnya,
yakni di ayat duanya. Pada ayat dua disebutkan bahwa beberapa wali
tidak bisa mengelola harta anak yatim dengan adil, maka di ayat tiganya
terdapat salah satu solusi untuk menikahinya karena nantinya si suami
akan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi si istri
(anak yatim) tadi. Berbeda dengan statusnya yang sebelumnya adalah
52 Amyn B. Sajoo et al., A Companion to The Muslim World, (London: I.B. Tauris, 2009), 77.
53 Mary Zeiss Stange et al., Encyclopedia of Women in Today’s World, (Los Angeles: SAGE
Publications, 2011), 1533.
































walinya. Seorang wali hanya berkewajiban mengelola harta anak yatim,
bukan menafkahi dari harta pribadi walinya.
Tetapi pembicaraan masih berlanjut. Jika melihat Surat al-Nisā’:
149 akan didapati bahwa tidak mungkin seseorang dapat berlaku adil.
Maka sangat masuk akal jika memiliki banyak istri akan memperbesar
potensi itu. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada kebolehan
langsung (direct sanction) di dalam al-Qur’an untuk melegitimasi
praktik poligami.
Ada juga pendukung poligami yang berargumen bahwa poligami
adalah sarana bagi keluarga yang belum dikaruniai keturunan. Amina
Wadud menyanggahnya dengan memberikan argumen bahwa sangat
banyak anak yatim di seluruh dunia ini yang hidupnya menderita. Akan
sangat baik jika pasangan yang tidak memiliki keturunan untuk
mengadopsi mereka.
Ada juga pendapat lain bahwa poligami adalah sarana pelampiasan
nafsu laki-laki yang tak cukup memiliki satu istri. Di sini Amina Wadud
mengutuk bahwa perbuatan tersebut sudah tidak “Qur’ani” lagi,
menjadikan poligami sebagai pemenuhan nafsu belaka. Ia menambahkan
bahwa—berdasarkan prinsip yang sudah dijelaskan dalam poin
sebelumnya—bahwa manusia adalah khilafah yang mengemban
tanggung jawab bersama (mutual responsibility). Hubungan suami-istri
adalah bagian dari bentuk khilafah tersebut. Namun, tanggung jawab
































bersama tidak akan terpenuhi kalau salah satunya (suami) memiliki
kedekatan eksistensial dengan binatang.

































PROSEDUR IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA
A. Poligami di Indonesia dan Prosedur Poligami
1. Poligami menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.
Kata poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan
penggalan dari poli atau polus, artinya banyak, dan kata gamein atau
gamos artinya kawin atau perkawinan.54 Jadi perkataan poligami dapat
diartikan sebagai suatu perkawinan yang banyak atau suatu perkawinan
yang lebih dari seorang. Atau Perkawinan Poligami merupakan sebuah
bentuk perkawinan di mana seorang lelaki mempunyai beberapa orang
istri dalam waktu yang sama. Seorang suami mungkin mempunyai dua
istri atau lebih pada saat yang sama.55
Tunisia adalah satu-satunya negara Muslim yang melarang
poligami sekarang ini. Fatwa dan tafsir Abduh yang dipegang Presiden
Tunisia Bourguiba pada tahun 1956 untuk mengesahkan undang-undang
(UU) yang melarang poligami. Namun, Turki saat pemerintahan
Musthafa Kemal Ataturk pada tahun 1926 juga melarang poligami.56
UU Tunisia yang tegas dan sangat berani melarang poligami tidak
diikuti negara lain. Justru sebaliknya, hampir semua negara Muslim di
54Labib MZ, Pembelaan Umat Muhammad (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), 15.
55Hassan Sadily, Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Gema Insani 1996), 67.
56Masnun Tahir, “Hak-hak perempuan dalam Hukum Keluarga Syiria dan Tunisia”, dalam Al-
Mawarrid, Vol. 18, (2008).
































dunia melegalisasi poligami, seperti di Yaman Selatan (1974), Siria
(1953), Mesir (1929), Maroko (1958), Pakistan (1961), dan negara
Muslim lain.57
Poligami di Indonesia juga disahkan Sesuai Ketentuan Pasal 3 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :
Ayat 1 Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria
hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita
hanya boleh mempunyai seorang suami.58
Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan tersebut di atas membuka kemungkinan seorang
suami dapat melakukan poligami apabila dikehendaki oleh istri pertama
tentunya dengan ijin pengadilan.
Ayat 2a Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami
untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki
oleh pihak-pihak yang bersangkutan
Ayat 2b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal
ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila
istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam
perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya
selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau
karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat
penilaian dari Hakim Pengadilan.59
Ketentuan diatas merupakan dasar untuk melakukan poligami di
Indonesia walaupun menggunakan asas monogami dibuka juga
melakukan poligami dengan syarat yang sudah diatur dalam peraturan
perundangan di Indonesia adapun kondisi yang dapat dijadikan alasan
57 Asep Saepudin Jahar,Dkk, Hukum keluarga, Pidana & Bisnis, (Jakarta: Kencana, 2013), 30.
58Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
59Ibid.
































pengajuan poligami ;(a). Sakitnya istri yang tidak bisa disembuhkan, (b).
Tidak mampunya istri memberikan keturunan, dan, (c). Tidak
mampunya istri melakukan tugasnya sebagai istri.
Sementara syarat-syarat yang harus dipenuhi suami ketika
melakukan poligami menangkup ; (a). Kemampuan suami untuk berlaku
adil, (b). Kemampuan finansial suami, dan (c). Adanya ijin istri. Dalam
pasal berikutnya ketika istri tidak ada kabar dalam jangka waktu dua
tahun maka tidak perlu melakukan ijin pada istri.
2. Pelaksanaan poligami menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975
Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur lebih terperinci tentang
Pelaksanaan poligami Atas UUP Nomor 1 tahun 1974 tentang
Pelaksanaan beristri lebih dari seorang. Yaitu :
Pasal 40
Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari
seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Pengadilan.
Pasal 41
Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:
1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami
kawin lagi, ialah:
a. bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
istri.
b. bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak
dapat disembuhkan
c. bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan
maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan
lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang
pengadilan.
































3. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan
memperlihatkan:
i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-
tangani oleh bendahara tempat bekerja atau.
ii. surat keterangan pajak penghasilan atau.
iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
4. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil
terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan
atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan
untuk itu.
Pasal 42
1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40
dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang
bersangkutan.
2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya,
surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.
Pasal 43
Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi
pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan
memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih
dari seorang.
Pasal 44
Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan
perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang
sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam
Pasal 43.
3. Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam.
Dalam KHI ketentuan beristri lebih dari satu orang tertera dalam
Bab IX mulai pasal 55 sampai 59. Dalam KHI. Disebutkan bahwa
batasan seorang suami yang hanya boleh menikah sampai empat orang
istri saja. Hal itu pun juga dengan persyaratan yang harus dipenuhi.
Pasal 55, berisi:
a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas
hanya sampai empat orang istri.
b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu
berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
































c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin
dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.
Seorang suami yang hendak beristri lagi harus mendapat izin dari
Pengadilan Agama untuk mendapatkan kekuatan hukum yang sah. Hal
ini diatur dalam pasal 56, yaitu:
1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus
mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan
menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan
No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau
keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak memunyai
kekuatan hukum.
Dalam hal perizinan, seorang suami akan mendapatkan izin dari
Pengadilan Agama jika terdapat suatu keadaan yang sesuai dengan
ketentuan. Hal ini diatur dalam pasal 57, yaitu:
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami
yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat caca badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
4.
Sebelum Pengadilan Agama memberikan izinnya, juga harus
dipenuhinya suatu persyaratan yang sudah ditentukan. Hal ini diatur
dalam pasal 58, yaitu:
1. Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk
memperoleh izin Pegadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-
syarat yang ditentukan pada pasal 5 UU No. 1/ 1974, yaitu:
a. Adanya persetujuan istri
































b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan
Pemerintah No. 9/1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat
diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah
ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan
persetujuan lisan istri pada siding Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi
seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin
dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam
perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya
sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu
mendapat penilaian Hakim.
Dalam hal tidak diberikannya izin suami oleh pihak istri diatur
dalam pasal 59, yaitu:
Dalam hal istri tidak mau memberikanpersetujuan, dan
permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas
salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan
Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa
dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan
Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan
banding atau kasasi.
4. Hukum Acara Poligami.
Permohonan ijin beristri lebih dari seorang (poligami) diatur dalam
pasal-pasal 3, 4 dan 5 UU Nomor 1 tahun 1974, pasal 40 – 44 PP Nomor
9 tahun 1975, pasal 55-59 Kompilasi hukum Islam.
































Tata cara permohonan ijin poligami diatur sebagai berikut;60
a. Poligami harus ada ijin dari Pengadilan Agama.
1. Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang (poligami)
harus mendapat ijin lebih dahulu dari Pengadilan Agama (Pasal
56 ayat (1) KHI).
b. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama.
1. Permohonan ijin untuk beristri lebih dari seorang diajukan
kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya (pasal 4 ayat
(1)UU No.1/1974).
c. Surat Permohonan.
1. Surat permohonan ijin beristri lebih dari seorang harus memuat:
a. Nama, umur, dan tempat kediaman Pemohon, yaitu suami
dan termohon, yaitu istri/istri-istri;
b. Alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang;
c. Petitum.
2. Permohonan ijin Poligami merupakan perkara contentius, karena
harus ada (diperlukan) persetujuan istri. Karena itu, perkara ini
diproses di Kepaniteraan Gugatan dan didaftarkan dalam
Register induk Perkara Gugatan.
d. Pemanggilan pihak-pihak.
1. Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengar pihak
suami dan istri ke persidangan.
60Arta Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
2007), 241.
































2. Pemanggilan dilakukan menurut tatacara pemanggilan yang
diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal
390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan.
e. Pemeriksaan.
1. Pemeriksaan permohonan ijin poligami dilakukan oleh Majelis
Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat
permohonan beserta lampiran-lampirannya (pasal 42 ayat (2)
PP No. 9/1975).
2. Pada dasarnya , pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka
untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu
menurut pertimbangan hakim yang dicatat dalam Berita Acara
Persidangan, Pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang
tertutup (pasal 17 ayat (1) UU No. 14/1970).
f. Upaya damai.
1. Pada sidang pertama pemeriksaan ijin poligami, Hakim
berusaha mendamaikan (pasal 30 ayat (1) HIR).
2. Jika mencapai perdamaian, perkara di cabut kembali oleh
pemohon.61
g. Pembuktian.
Pengadilan agama kemudian memeriksa mengenai :
1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami
kawin lagi, sebagai syarat alternatif yaitu;
61Ibid., 242.
































a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai istri.
b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang
tidak dapat disembuhkan
c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri , baik persetujuan
lisan maupun tertulis, yang harus dinyatakan di depan sidang.
3. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan
memperlihatkan:
a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang di
tanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh
pengadilan.
4. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil
terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan
atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang
ditetapkan untuk itu.
5. Sekalipun sudah ada persetujuan tertulis dari istri persetujuan
ini harus dipertegaskan dengan persetujuan lisan di depan
sidang, kecuali dalam hal istri telah dipanggil dengan patut
































dan resmi tetapi tidak hadir dalam sidang dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakilnya.
6. Persetujuan dari istri tidak diperlukan lagi dalam hal:
a. Istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan
dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian; atau
b. Tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-
kurangnya 2 tahun;atau
c. Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat
penilaian dari Hakim Pengadilan Agama.
h. Putusan
1. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan
bagi pemohon untuk beristri lebih dari seseorang , maka
Pengadilan Agama memberikan putusannya yang berupa ijin
untuk beristri lebih dari seorang.
2. Terhadap putusan ini , baik istri maupun suami dapat
mengajukan banding atau kasasi.
i. Biaya perkara
1. Biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon (pasal 89
ayat (1) UU No.7/1989)
j. Pelaksanaan poligami
1. Pegawai pencatatan nikah dilarang untuk melakukan
pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih
































dari seorang sebelum ada ijin dari Pengadilan Agama yang
telah mempunyai ketetapan hukum tetap.

































IZIN POLIGAMI PENGADILAN AGAMA
DALAM TINJAUAN MAS{LAH{AH MURSALAH
A. Analisis Prosedur izin Poligami di Pengadilan Agama
Semua ulama maupun masyarakat pasti menyepakati bahwa poligami
telah menjadi bagian dari sejarah hukum perkawinan di negara mana pun.
Termasuk pula hukum perkawinan yang diatur dalam agama-agama yang ada
di muka bumi ini.
Penulis mengamati bahwa praktik poligami mengalami pergeseran
paradigma (paradigm shift) yang cukup menukik. Sejarah Islam mencatat
dahulu di masa Kenabian hingga dinasti-dinasti kesultanan, praktik poligami
tidak mengalami hambatan. Artinya, masyarakat berpandangan bahwa
praktik poligami itu lazim, walau sebagian memilih untuk menjalani hidup
sebagai pasangan monogami, tetapi paradigma yang terbentuk: poligami
adalah lazim.
Sedangkan dalam konteks dunia modern, atau lebih tepatnya
memasuki era pemikiran kontemporer, paradigma tersebut secara drastis
bergeser dari yang awalnya memandang lazim, wajar, dan mafhum beralih
menjadi sesuatu yang tabu, tercela, dan tertolak. Poligami telah mengalami
paradigm shift yang menukik tajam.
Kalau kita merekonstruksi sejarah awal masuknya Islam, mengelingi
Ka’ba (t}awa>f) alah kebiasaan umat jahiliah. Tetapi ketika Islam datang,
































paradigma mengelilingi Ka’bah yang sarat akan nilai kemusyrikan diubah
menjadi bentuk ibadah wajib. Praktiknya tetap dipertahankan, tetapi muatan
atau niatannya yang diubah. Hal ini juga dapat dinilai sebagai bentuk
perubahan paradigma, terutama menyangkut persoalan agama.
Tetapi yang penulis ingin katakan adalah keberadaan perubahan
paradigma dalam poligami harus dipandang sebagai keniscayaan sejarah.
Manusia tidak bisa selamanya mengikuti logika yang sudah kuno. Manusia
tidak bisa terjebak selamanya di dalam sejarah manusia lampau. Sejarah itu
bergerak, maka pemahaman manusia tentang poligami juga harus bergerak,
yang awalnya lazim dan bebas tanpa ada intervensi negara berubah menjadi
terbatas dan wajib izin ke Pengadilan Agama. Kalau sekarang hukum
poligami di Indonesia diperbolehkan asalkan ada izin dari pengadilan agama,
maka itulah hukum yang wajib diikuti.
Uraian singkat yang penulis sajikan dalam bab analisis ini akan
menjabarkan terkait poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama.
dan bagaimana hukum Islam menilai adanya prosedur izin poligami bentuk
kemaslahatan dan didukung oleh pandangan ulama.
Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) perkawinan ialah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, hukum Perkawinan Indonesia
berasaskan monogami.
































Asas monogami lebih ditegaskan lagi di dalam bunyi Pasal 3 ayat (1)
UU Perkawinan yang mengatakan bahwa hakikatnya dalam suatu
perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Di mana
seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ini berarti
sebenarnya yang disarankan oleh undang-undang adalah perkawinan
monogami.
Akan tetapi, UU Perkawinan memberikan pengecualian, sebagaimana
dapat kita lihat Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, yang mana Pengadilan
dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang
apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka si
suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat
tinggalnya (Pasal 4 ayat [1] UU Perkawinan). Dalam Pasal 4 ayat (2) UU
Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan
memberikan izin kepada si suami untuk beristri lebih dari satu jika:
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan untuk
beristri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut
(Pasal 5 ayat [1] UU Perkawinan):
a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
































b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan
hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan
anak-anak mereka.
Persetujuan istri/istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya
tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam
perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu
mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat [2] UU
Perkawinan).
Dalam hal ini, saya akan membahasnya menurut hukum Islam. Dalam
Hukum Islam pengaturan tentang poligami merujuk pada Kompilasi Hukum
Islam (“KHI”). Ketentuan KHI menyangkut poligami tidak jauh berbeda
dengan UU Perkawinan. Hanya saja di dalam KHI dijelaskan antara lain
bahwa pria beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria
tidak boleh beristri lebih dari 4 (empat) orang. Selain itu, syarat utama
seorang pria untuk mempunyai istri lebih dari satu adalah pria tersebut harus
mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya (Pasal 55 KHI).
Menurut KHI, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus
mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika perkawinan berikutnya
dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 KHI).
































Sama seperti dikatakan dalam UU Perkawinan, menurut Pasal 57 KHI,
Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan
beristri lebih dari seorang jika:
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Selain alasan untuk menikah lagi harus jelas, Kompilasi Hukum Islam
juga memberikan syarat lain untuk memperoleh izin Pengadilan Agama.
Syarat-syarat tersebut juga merujuk pada Pasal 5 UU Perkawinan, yaitu:
(Pasal 58 KHI)
a. Adanya persetujuan istri;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-
istri dan anak-anak mereka.
Pasal 58 KHI ini juga merujuk pada Pasal 41 huruf b Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“PP 9/1975”), yang mengatakan bahwa
persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan
lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini
dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
Jika si istri tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan Agama
dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar
istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap
































penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal
59 KHI).
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP 9/1975 yang
menyatakan bahwa: ”Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan
bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan
memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”.
Menurut Mukti Ali Jalil, S. Ag., M.H., Wakil Panitera Pengadilan
Agama Bengkalis, dalam esainya “Tinjauan Sosio-Filosofis Urgensi
Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama”, izin berpoligami oleh
Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi
alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan
syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU
Perkawinan sebagaimana tersebut di atas.
Menurut Mukti Ali, kedudukan izin untuk berpoligami menurut
ketentuan di atas adalah wajib, sehingga apabila dilakukan tanpa lebih
dahulu mendapat izin, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan
hukum, dengan demikian perkawinan itu juga tidak sah karena dianggap
tidak pernah telah terjadi.
B. Kritik Regulasi Poligami dalam Perspektif Ulama Kontemporer
1. Asghar Ali Engineer
Menurut Asghar Ali Engineer bahwa ayat-ayat yang berbicara
tentang poligami harus dilihat dari konteksnya. Asghar berpendapat,
































penekanan surat al-Nisā (4): ayat 1, 2 dan 3 bukan mengawini lebih dari
seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak-anak yatim. Maka
konteks ayat-ayat ini menurutnya adalah menggambarkan orang-orang
yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang
tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin. Karena
ayat ini bukan merujuk pada satu hal yang umum, tetapi terhadap satu
konteks, bahwa keadilan terhadap anak-anak yatim lebih sentral
daripada masalah poligami.62
Adapun konteks lainnya, ungkap Asghar lebih lanjut, ayat itu
turun setelah perang Uhu. Dalam perang ini 300 dari 1000 laki-laki
pejuang wafat.63 Akibatnya, banyak wanita Muslimah yang menjadi
janda dan anak yatim, yang harus dipelihara. Berdasarkan konteks itu,
jalan yang terbaik untuk memelihara dan menjaga para janda dan anak
yatim adalah menikahi mereka, dengan syarat harus adil.
Oleh karena itu, pemahaman terhadap Surat al-Nisā ayat 3, bahwa
menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud
pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu,
pemberlakuannya harus dilihat dalam konteks bukan untuk selamanya,
tetapi bersifat temporal. Dengan demikian, ayat ini adalah termasuk
62Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perermpuan dalam Islam, ter. Farid Wajidi dan Cici Farkha
Asseqaf (Yogyakarta: LSPPA, 1994), hlm. 142.
63Syaikh Shafi al-Raḥman, al-Raḥīk al-Makhtūm, (Beirūt: Dār ibn Hazm, 2002), hlm. 242-244
































ayat kontekstual yang pemberlakuannya bersifat temporal, bukan ayat
universal, yang harus berlaku selamanya.64
Penulis berpendapat bahwa  pandangan Asghar Ali ini adalah
bentuk pandangan yang menekankan aspek sejarah. Sebagaimana yang
penulis sebut di awal bahwa poligami selayaknya disinggung—walau
tidak secara keseluruhan—dalam wacana sejarah. Walau tidak disebut
secara jelas terkait posisinya tentang poligami itu diperolehkan atau
tidak, tetapi inti pemikiran Asghar Ali melihat soal poligami ini adalah
wujud keadilan manusia.
Dalam konteks hukum di Indonesia, keadilan merupakan hal yang
sangat penting dan menjadi syarat serta rukun yang wajib dipenuhi
suami yang akan berpoligami. Unsur pembuktian keadilan tersebut tidak
cukup berdasarkan ucapannya saja, tetapi harus diperkuat oleh saksi-
saksi di persidangan yang memang memandang bahwa suami/pemohon
adalah seorang yang memiliki sifat yang adil. Meskipun demikian,
dalam perjalanannya banyak terjadi ketidakadilan di dalam kehidupan
poligami.
2. Siti Musdah Mulia
Menurut Siti Musdah Mulia, poligami pada hakikatnya adalah
selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebihmenyakitkan
perasaan istri. Islam menuntun manusia agar menjauhi selingkuh, dan
64Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perermpuan, hlm. 142.
































sekaligus menghindari poligami. Islam menuntun pengikutnya: laki-laki
dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dengan
benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat
yang dapat mengantarkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan.65
Pernyataan Siti Musdah Mulia mengisyaratkan bahwa dalam
pandangannya karena poligami itu pada umumnya diawali dengan
perselingkuhan maka hukum poligami menjadi haram. Menurut penulis,
tidak semua poligami bermula dari perselingkuhan. Alasan orang-orang
berpoligami tidak dapat direduksi karena hal-hal yang sifatnya seksual.
Dalam kasus perkawinan poligami, hampir dipastikan istri tua dan
anak menjadi korban. Keharmonisan rumah tangga menjadi retak,
meskipun istri tua bisa menerima namun tetap saja rasa sakit hati tidak
bisa dihindari. Misalnya kasus perkawinan AA. Gym, semula istrinya
bisa menerima kenyataan bahwa suaminya telah menikah lagi, dengan
berat hati, istri tua AA. Gym berusaha bersikap ikhlas. Akan tetapi
setelah berjalan waktu demi waktu tampaknya istri AA. Gym tidak
sanggup menerima kenyataan yang pahit itu dan akhirnya memilih
keputusan untuk bercerai.
Berdasarkan keterangan tersebut, penulis setuju dengan pendapat
Mulia yang menganggap poligami sebagai perselingkuhan. Menurut
penulis bahwa kenyataan suami yang berpoligami di awali dengan
percintaan dan untuk menarik wanita lain, biasanya suami memojokkan
65Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004,
hlm. 61.
































dan menjelek-jelekkan istrinya dengan harapan mendapat simpati dari
wanita selingkuhannya itu. Rasanya tidak mungkin ada seorang wanita
yang serta merta jatuh hati pada pria beristri jika pria itu menyanjung-
nyanjung istrinya. Sangat jarang seorang suami untuk mendapatkan
cinta dari wanita lain memuji-muji keharmonisan rumah tangganya
apalagi memuji istrinya.
Wanita lain tentu saja menaruh iba pada pria yang mengeluh atas
kondisi rumah tangganya di mana ia sebagai pria kurang mendapat
pelayanan yang memuaskan dari istrinya. Untuk menarik simpati wanita
yang menjadi selingkuhannya, maka banyak pria beristri yang
menggunakan berbagai jurus rayuan dengan sejuta kebohongan diiringi
dengan memojokkan istrinya di rumah. Keadaan ini berlanjut sampai
pria tersebut sudah meyakini bahwa wanita selingkuhannya sudah
tertarik dengan ceritanya dan hatinya sudah terambil.
Gambaran di atas menunjukkan bahwa pria beristri secara
langsung atau tidak langsung sudah mengawali perselingkuhan karena
diawali dengan kebohongan dan sembunyi-sembunyi dari istrinya.
Hanya saja karena kemudian dilanjutkan sampai pada pernikahan maka
perselingkuhan itu tampaknya menjadi legal. Jika pernikahan dengan
wanita selingkuhan itu secara siri atau di bawah tangan maka setidaknya
sudah legal secara agama apalagi jika sampai tercatat maka legallah
dalam perspektif hukum positif.
































Dari sini tampak bahwa perkawinan yang demikian meskipun legal
tetapi karena di awali dengan perselingkuhan, kebohongan maka
poligami yang demikian dalam pandangan Siti Musdah Mulia adalah
haram. Itulah sebabnya Mulia menilai poligami itu sebagai
perselingkuhan tapi legal bersamaan dengan itu pula hukumnya haram.
3. Amina Wadud
Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Amina Wadud.
Menurutnya, ayat poligami yakni surat al-Nisā ayat 3, pertama,
berkaitan dengan perlakuan terhadap anak yatim tentang pengelolaan
harta mereka yang diurus oleh wali. Wali ini harus mengurus dan
mengelola kekayaan anak wanita yatim tersebut secara adil. Salah satu
jalan pemecahan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam
pengelolaan tersebut adalah dengan menikahinya; kedua, surat al-Nisā
(4): 3 menekankan keadilan dalam hal; a) mengadakan perjanjian dengan
adil, b) mengelola harta dengan adil, c) adil terhadap anak yatim, dan d)
adil terhadap para istri.66
Adanya pandangan bahwa suami yang mampu secara finansial dan
disebabkan oleh kemandulan yang merupakan alasan poligami,
kemudian pernyataan tersebut disangkal oleh Amina Wadud dengan
mengutarakan beberapa alasan; pertama, banyak wanita yang tidak lagi
membutuhkan pria untuk memenuhi kebutuhan finansial; kedua, tidak
66Amina Wadud Muhsin, Wanita di dalam al-Qur'an, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Penerbit
Pustaka, 1994), hlm. 111-112
































pernah disebutkan dalam al-Qur'an alasan kemandulan sebagai dasar
untuk poligami. Jalan keluar untuk kasus mandul, ungkap Amina Wadud
adalah dapat dengan cara mengangkat anak orang miskin atau anak
yatim yang bapaknya wafat karena perang. Hubungan darah memang
penting tetapi bukan unsur penilaian tertinggi. Oleh karena itu, alasan
poligami sebagai pemuas seks jelas tidak sejalan dengan al-Qur’an.67
Penulis menilai pendapat Amina Wadud tentang poligami adalah haram.
C. Analisis Mas}lah{ah Mursalahterhadap izin poligami di Pengadilan Agama
Mas{lah{ah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh
sya>ri’ (Allah Swt)dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan
kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau
menyalahkan. Karena mas{lah{ah mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak
terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.Sesuatu yang dianggap
maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu yang benar-benar
akan mendatangkan kemanfaatan.68Berdasarkan pengertian diatas, dalam
rancangan undang-undang tersebut telah mengatur adanya sanksi bagi pelaku
poligami tanpa ada izin terlebih dahulu dari Pengadilan, sesungguhnya
banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan kedua, ketiga dan
keempat yang dilakukan tanpa ada ijin terlebih dahulu dari Pengadilan,
meskipun dalam pernikahan itu terdapat kemanfaatan (kemaslahatan).
67Amina Wadud Muhsin, Wanita di dalam al-Qur'an, 111-112.
68Satria Effendi, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2009), 148-149.
































Namun kerugian (kemudaratan) yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut
lebih banyak. dan ini sesuai dengan kaidah Fiqih:Menolak kerusakan itu
lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.69
Dalam sejarah awal pembentukan hukum Islam, memang tidak dikenal
adanya izin poligami di Pengadilan/Qad{i. Pengadilan di zaman dulu hanya
berfungsi untuk mengadili perkara perdata muamalah ataupun jinayat. Untuk
perkawinan maupun perceraian dapat dilakukan diluar Pengadilan, yang
mana hak mutlak untuk melaksanakan hal tersebut berada ditangan seorang
suami.
Di Indonesia, termasuk juga belahan Negara Muslim seperti Mesir,
Tunisia, Maroko dan Negara yang berpenduduk mayoritas Muslim seperti
Malaysia, telah merevolusi hukum perkawinan yang dulunya tidak perlu
banyak melibatkan Pengadilan untuk menangani perkara-perkara perkawinan
seperti poligami, perceraian, atau sengketa hak asuh anak.
Adanya izin poligami di Pengadilan Agama berfungsi sebagai sarana
perlindungan terhadap hak-hak suami maupun istri. Artinya, sebisa mungkin
konflik kepentingan dapat diminimalisasi dengan adanya izin di Pengadilan
Agama.
Maka dari itu izin Pengadilan Agama untuk perkara poligami sangat
berorientasi kebaikan dan kemanfaatan bagi pihak yang berkepentingan
untuk menghindari berbagai konflik yang akan timbul manakala izin
poligami tidak di berlakukan.
69M. Yahya Khusnan Mansur, Ulasan Nadhom Qowa>id Fikihiyyah Al Fara>id Al
Bahiyyah(Tambakberas Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2008), 81.
































Untuk itu sebenarnya adanya izin poligami di Pengadilan Agama
merupakan manifestasi dari nilai-nilai syariat, jika di tinjau dari teori
mas}lah{ah mursalah. Jadi walaupun tidak ada dalil al-Quran maupun Hadis
yang memerintahkan seorang suami yang ingin berpoligami supaya
menghadap pengadilan, tetapi manfaatnya sangat tampak jika di tinjau dari
segi sosial dimana perlindungan hak-hak suami istri akan tetap terjaga.
Di Indonesia selain ada prosedur poligami juga ada sanksi bagai
pelanggarnya. Sanksi untuk pelaku poligami tanpa ada ijin terlebih dahulu
dari Pengadilan ini semata-mata dimaksudkan untuk memberikan
kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu apabila pernikahan ini
dilakukan, maka pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum apabila
suatu saat ada salah satu pihak yang dirugikan.
Dengan adanya sanksi pidana bagi pelaku poligami tanpa ijin dahulu
dari Pengadilan, yang semestinya tidak ada sanksi untuk pelaku poligami
menjadi ada. Adanya perubahan paradigma di masyarakat dalam kurun
waktu dan tempat tertentu ternyata berpengaruh pada pembentukan hukum.
Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikihyaitu: Hukum-hukum itu bisa
berubah karena perubahan zaman, tempat, dan keadaan.70
Dengan adanya sanksi pidana tersebut, maslahat perkawinan akan
terjaga, sesuai prinsip sakinah, mawadah, dan rahmat. Sebab, andai aturan
ini dihapuskan maka dari salah satu pihak terutama pihak istri dan anak-
anaknya yang tidak sah menurut hukum negara, akan merasa dirugikan.
70Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Us}u>liyah Dan Fiqiyah, (Jakarta: Grafindo Persada 1999), 145.
































Maka dalam hal ini, apabila adanya pemerintah untuk membuat rancangan
undang-undang yang lebih detail mengatur soal sanksi poligami, maka dapat
melindungi hak wanita (istri) dan anak-anak dari hasil perkawinan tersebut.
Setiap tindakan atau kebijakan pemerintah yang menyangkut dan
mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak, itu
ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Karena pemerintah adalah
penanggungjawab rakyat (umat) dan untuk itu, setiap kebijakannya harus
memperhatikan kemaslahatan, karena hukum tidak akan dapat dilaksanakan
dengan baik, bila tidak ada yang bertanggung jawab untuk mengendalikan
melaksanakan dan menegakkan. Misalnya Keputusan dan berbagai
kebijaksanaan Imam baik yang berupa undang-undang atau pembuatan pada
berbagai fasilitas umum untuk kemanfaatan masyarakat itu dapat dijadikan
sebagai landasan hukum karena hal tersebut mengandung kemaslahatan bagi
kemaslahatan dunia atau akhirat. Oleh karena itu, telah diyakini bahwa
kepemimpinan adalah bagian dari tujuan yang paling urgen dalam agama,
dalam hal ini adalah pemerintah.71
71Khilyatus Sa’adah, “Analisis Mas}lah}ah Mursalah tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama
Pasuruan terhadap Hukuman Pelaku Nikah Sirri dalam Rancangan Undang-Undang Hukum
Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya,2014), 70.



































Berdasarkan pemaparan dari bab-bab sebelumnya, dapat ditarik
kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan aturan poligam tanpa izin Pengadilan Agama di Indonesia:
a. Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa: "Barang siapa
karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua
belah pihak dan atas dasar adanya perkawinan dapat mengajukan
pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi
ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-undang ini".
Berdasarkan ketentuan tersebut, bagi seorang suami yang melakukan
perkawinan tanpa izin pengadilan atau seorang isteri kawin lagi
dengan seorang lelaki lain, perkawinannya tersebut dapat dimintakan
pembatalan oleh isteri atau suami yang bersangkutan kepada
pengadilan
2. Adanya izin poligami di Pengadilan Agama merupakan manifestasi dari
nilai-nilai syariat, jika di tinjau dari teori mas}lah{ah mursalah. Jadi
walaupun tidak ada dalil al-Quran maupun Hadis yang memerintahkan
seorang suami yang ingin berpoligami supaya menghadap pengadilan,
tetapi manfaatnya sangat tampak jika di tinjau dari segi sosial dimana
perlindungan hak-hak suami istri akan tetap terjaga.

































Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam segi
pengumpulan data, teori, bahkan analisisnya. Untuk itu, penulis membuka
ruang kritik dan saran seluas-luasnya bagi para pembaca di luar sana,
khususnya para akademisi, demi menambah khazanah pengetahuan dalam
penelitian ini.
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